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PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM
NOMOR 32 TAHUN 2019

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

DAERAH PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2019

WALIKOTA PAGAR ALAM,

Bahwa memenuhi ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Nomor 05
Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Perubahan Tahun Anggaran 2019. Perlu ditetapkan Peraturan
Walikota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2019 sebagai landasan

operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2019;

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan

Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor
68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3569);

. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Bea Perolehan Hak

atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3988);



10.

11.
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. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota

Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001
Nomor 88);

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4400);

. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);

. Undang-undang No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 5234);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4502);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4503);

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
136, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4574);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);



15.

16.

175

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576);

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4577);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4585);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan
Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 604);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan
dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
106, Tambahan Lemabran Negara Nomor 6057);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keungan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 42);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun

2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 701);

Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 07 Tahun 2009 tentang
Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota
Pagar Alam Tahun 2009 Nomor 7 Seri E);

Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 05 Tahun 2019 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam Tahun
Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2019
Nomor 035)



DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PAGAR ALAM

dan
WALIKOTA PAGAR ALAM

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM TENTANG PENJABARAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PERUBAHAN

TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2019 terdiri

atas :

l. Pendapatan:
a. Pendapatan Asli Daerah..................
b. Dana Perimbangan...........ccccccvvvvunns
c. Lain-lain Pendapatan yang sah........
Jumlah Pendapatan
2. Belanja:
a. Belanja Tidak Langsung :
1) Belanja Pegawai......c...ocvcvuennnnen
2) Belanja Subsidi.......c.cceeriirienne
3) Belanja Hibah....c.ciusmsmmmsvsnns

4) Belanja Bantuan Sosial.............

5) Bantuan Keuangan Kepada
Provinsi/ Kab/ Kota dan
Pemerintah Desa ........c.ceevennneee

6) Belanja Tidak Terduga ..............

b. Belanja Langsung :
Belanja Pegawai .........cvvviininnininn.
Belanja Barang dan Jasa.................

Belanja Modal ..........ccooovveiiiiininnnn,

Jumlah Belanja
Defisit
3. Pembiayaan

a., Penerimaan......ccocevvvvreiiieiiiiaieiininnns

Rp.

48.906.330.051,50

Rp.860.814.959.138,41

Rp.311.672.018.882,00

Rp. 707.309.257.999,00
Rp. 104.599.371.087,91
Rp. 293.948.784.774,00
Rp. 3.000.000.000,00
Rp. 9.713.475.000,00
Rp. 3.290.300.000,00
Rp. 719.459.108,00
Rp. _ 1.000.000.000,00
Rp. 23.084.961.749,00
Rp. 316.935.273.841,00

Rp.

220.549.863.881,00

Rp.

Rp.560.570.099.471,00
Rp.872.242.118.353,00
(Rp. 11.427.159.214,59)

13.427.159.214,59

b. Pengeluaran ..........ccccecveeviiriinninnnnn. Rp. 2.000.000.000,00
c. Jumlah Pembiayaan Netto............... Rp.11.427.159.214,59
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun berkenaan Rp. NIHIL
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Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang

tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini, terdiri dari :

1 Lampiran [ Ringkasan Penjabaran

2 Lampiran II Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
3. Lampiran III Alokasi Dana Hibah

4 Lampiran IV Alokasi Bantuan Sosial

Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran APBDP yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih
lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai

dengan ketentuan perundang-undangan.
Pasal 4
Peraturan Walikota Pagar Alam ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota
ini dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Pagar Alam
Pada tanggal, 2¥ Agustus 2019

"WALIKOTA PAGAR ALAM

ALP MASKONI

Diundangkan di Pagar Alam
Pada tanggal 2¢ Agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM

SAFRUDIN
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